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KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang merupakan perwujudan
pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategi Tahun Anggaran 2021.
Laporan Kinerja ini merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang Tahun
2016-2021. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang mengacu pada Peraturan Pemerintahan No.
8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Perangkat Daerah dapat selesai dikerjakan sesuai
dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Rencana Strategis
(RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Semarang Tahun 2016-2021. Laporan Kinerja ini  merupakan bentuk
pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas, yang berfungsi antara lain sebagai alat
penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang dan wujud
transparasi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali
dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Instansi
Pemerintahan. Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu
Kabupaten Semarang diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang
merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah
ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Semarang Tahun 2021. Secara umum capaian kinerja sasaran
telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum
menunjukan capaian sesuai target karena pendayagunaan aparatur negara dan
reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif
segenap aparatur negara, masyarakat dan dunia usaha sebagai bagian integral dari
pembaharuan sistem administrasi negara. Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif
yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang Tahun 2021 ini, diharapkan dapat
optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efesiensi, efektivitas, dan
produktifitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Semarang pada tahun-tahun




selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Kabupaten Semarang secara keseluruhan dalam mewujudkan

Good Governance dan Clean Government.
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabel kinerja perangkat

daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara lebih produktif, efektif,

efisien dan profesional maka dokumen pelaporan ini diharapkan mampu menjadi alat

ukur capaian kinerja dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran

pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Semarang melalui yang mengacu pada

pencapaian progress target kinerja, berikut merupakan hasil capaian kinerja perangkat

daerah berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangannya.

Tabel capaian realisasi target indikator kinerja

Sasaran Indikator | Realisasi | Realisasi
No Tujuan ) Keterangan
Strategis Kinerja Kinerja | Keuangan
Meningkatnya
Menciptakan gk
- pelayanan Prosentase
iklim yang o )
) . [penzinan yang [Peningkatan
kondusif bagi _ )
1 tertib, tepat Nilai -66,95 98,39 Baik
pelaksanaan _ _
waktu, investasi
pembangunan
) . [transparan, dan |Daerah
dan investasi
akuntabel
Indeks
K epuasan
Masyarakat 93,73 87,67 Baik
pada SKPD
Perijinan
Persentase
peningkatan
jumlah
| 44590 93.49 Baik
pengajuan ijin
unit usaha
masyarakat
Tersedianya  |Persentase
regulasi dan Peningkatan -66.95 98.39 Baik
promosi yang |nilai




mendukung  [penanaman
investasi modal
daerah
Terkendalinya
Persentase
ipemanfaatan )
tingkat
Memanfaatkan [lahan untuk )
kesesuaian
sumber daya |pembangunan
Lahan
alam secara ekonomi dan _ 502,85 98.95 Baik
) ) ) Investasi
optimal dan  |investasi daerah
) ) terhadap
berkelanjutan |yang sesuai
Dokumen
dengan RTRW
RTRW
dan RDTR

Do .




BAB 1
PENDAHULUAN



BAB I
PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur
pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal. Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dalam
melaksanakan tugasnya yang berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor
21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Semarang dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja, Dan Perincian Tugas
Perangkat Daerah Kabupaten Semarang, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu berkantor di Jalan Gatot Subroto Nomor 104, Telepon (024)
6921908 Ungaran Barat 50517. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Penanaman Modal. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.

b. Pelaksanaan kebijakan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan
Penanaman Modal.

d. Pelaksanaan administrasi dinas.

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya.

Daftar Jabatan Dan Eselon
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NAMA JABATAN PANGKAT JUMLAH

Kepala Dinas Ve 1

Sekretaris IVb 1

Kepala Bidang IVa 1




Kepala Bidang 11 d 2
Kepala Subbagian IV a 2
Kepala Seksi IV a 7
Jumlah 14

Dengan Susunan Organisasi adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat membawabhi :

1. Subbagian Perencanaan Dan Keuangan
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Penanaman Modal membawabhi :
1. Seksi Pendaftaran dan Pengelolaan Data

2. Seksi Promosi dan Pengembangan

3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian

d. Bidang Pelayanan Perizinan Dasar dan Tertentu membawabhi :

1. Seksi Pelayanan Perizinan Dasar

2. Seksi Pelayanan Perizinan Tertentu

e. Bidang Pelayanan Perizinan Usaha Penanaman Modal dan Perizinan membawahi:

1. Seksi Pelayanan Perizinan Usaha

2. Seksi Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Dan Non Perizinan

f. Fungsional Pranata Keuangan

B. Ketersediaan Sumber daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, perangkat daerah ini
didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 35 personil, yang terdiri
dari27.personil PNS, dan 27 personil Non Personil.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Golongan

Komsisi Menurut Golngan |

+ Golongan IV 4 orang
e Golongan IlI 20 orang
e Golongan Il 3 orang

e Golongan |




e« NonPNS 14 orang

Komposisi Menurut Tingkat Pendidikan

e Sarjana S2 7 orang
« Sarjana Sl 11 orang
e Sarjana Muda /D3 6 orang
« SLTA 3 orang
« SMP L

« SD a

Komposisi Menurut Umur

e 20-30 tahun 3 orang
e 31-40 tahun 7 orang
e 41-50 tahun 9 orang
e 5156 tahun 8 orang
umlah 29 orang

C. Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Kinerja

Gambaran sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Perangkat Daerah ini adalah sebagai berikut :

Tanah 2 (2005, 2014) 356.500.000 Baik
Gedung 2 (jenis) 2.782.191.200 Baik
Peralatan / Mesin - 2.727.841.078 Baik
Jalan irigaasi, jaringan |- 47.070.000 Baik
Aset dan lainnya - 201.328.381 Baik
Jumlah 5.752.276.398

Penyusutan 1.342.399.247

Dari sarana dan prasarana tersebut diatas dalam kondisi baik.



D. Ketersediaan Sumber Daya keuangan yang mendukung pelaksanaan tugas

dan fungsi perangkat daerah pada tahun berkenaan

Dalam melaksanaan tugas dan fungsinya, perangkat daerah ini didukung

anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Pembiayaan Anggaran
Belanja Operasi Rp 5.149.506.000,-
Belanja Pegawai Rp 3.323.062.000,-
Belanja Barang dan Jasa Rp 1.826.444.000,-
Belanja Modal Rp 74.650.000,-
Jumlah Rp 5.224.156.000,-

E. Permasalahan Utama

Berdasarkan situasi, kondisi dan permasalahan di Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diselaraskan dengan prioritas peningkatan
pelayanan PTSP dan penanaman modal, maka dirumuskan beberapa isu strategis yang
perlu mendapat perhatian khusus yaitu:

1. Iklim investasi yang berdaya saing global belum tercipta sepenuhnya di
kabupaten Semarang;

2. Sarana dan prasarana promosi di kabupaten Semarang belum mampu
menunjang strategi pemasaran potensi peluang investasi yang efektif masih
terbatas sehingga berpengaruh pada minat investor potensial untuk
menanamkan modalnya di kabupaten Semarang;

3. Banyak investor yang masih menunda berinvestasi karena terkendala pada
persyaratan rekomendasi teknis;

4. Masih kurangnya inisiatif dan efektifnya koordinasi dan kemitraan forum
penanaman modal dan temu bisnis antar aparatur pelaksanaan penanaman
modal;

5. Pengadaan lahan dipengaruhi dengan;

o Belum ada kawasan (c yang terealisasi);

o Kemiringan lahan pada ruang yang diperuntukkan sesuai RTRW;

« Kebutuhan ruang belum terakomodir dalam RTRW;

e Rencana peruntukan RTRW tidak sesuai dengan peruntukan sesuai
kepemilikan lahan yang diterbitkan BPN;



o Harga tanah masih tinggi sehingga berpengaruh pada investor yang

mencari lahan di luar Kabupaten Semarang;

6. Beberapa investor yang sdah membeli tanah diluar zona industri atau tidak
sesuai dengan tata ruang (RTRW);,

7. Sering bergantinya/regulasi peraturan di pusat dan adanya ketidakpastian
hukum seperti :

e Izin Gangguan dan Izin Lingkungan;

e Persetujuan lingkungan yang tidak jelas;
e Amdal alin

o SIP dan TDP

» Rekomendasi PD teknis

o Perda pasar modern

F. Maksud dan Tujuan Penyampaian Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah, setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah kabupaten
Semarang berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
sebagai bentuk implementasi akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas pokok
dan fungsinya atas penggunaan anggaran yang disusun berdasarkan dokumen
perencanaan dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah in1 dimaksudkan untuk
memberikan informasi penyelenggaraan perizinan selama kurun waktu satu tahun.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk :

e Merumuskan kebijakan perizinan guna meningkatkan kualitas pelayanan
perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang;

o Mengevaluasi sejauh mana peningkatan kinerja dari penyelenggaraan
pelayanan perizinan di Kabupaten Semarang pada tahun 2021;

o Mengevaluasi kekurangan dan kelemahan dari penyelenggaraan pelayanan
perizinan di Kabupaten Semarang pada tahun 2021;

e Mengetahui hambatan dan kendala dari penyelenggaraan pelayanan perizinan
di Kabupaten Semarang pada tahun 2021.



G. Dasar hukum Penyusunan Laporan Kinerja

Pada bagian ini disampaikan dasar dasar hukum yang mendasari pentingnya
penyampaian laporan kinerja perangkat daerah sebagai upaya pelaksanaan
akuntabilitas dan transparansi kinerja perangkat daerah selama masa kerja tahun

berkenaan :

1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang
bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme , sebagai tindak lanjut dari Tap
MPR.

3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi.

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP).

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
Nomor 53 Tahun 2010, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

H. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja
Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Menyajikan penjelasan umum perangkat daerah, dengan penekanan kepada aspek
strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang
dihadapi.

Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Menyajikan ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun berjalan dengan sasaran strategis yang
ingin diraih pada tahun sebelumnya, kaitan sasaran tersebut dengan visi — misi dalam

Renstra.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja
Menyajikan hasil pengukuran dan analisis capaian kinerja untuk setiap sasaran
strategis, serta penyajian aspek akuntabilitas keuangan.



Bab IV : Penutup
Menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja perangkat daerah serta langkah di
masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran — lampiran
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BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi dan Misi Perangkat Daerah

Visi

Peneguhan Kabupaten Semarang Yang Maju, Mandiri, Tertib, Dan Sejahtera
(MATRA 1I). Dengan adanya tuntutan masyarakat akan perlunya pelayanan yang
prima serta sesuai dengan tugas Pemerintah dalam mewujudkan adanya pemerintahan
yang baik atau Good Governance, maka telah ditetapkan Visi Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang yaitu : " Prima Dalam
Pelayanan, Ramah, Mudah dan Cepat ".

Dengan adanya pelayanan publik bidang perizinan dan non perizinan yang baik, yang
selanjutnya akan terwujud kepuasan bagi setiap warga dan penduduk termasuk
kalangan pengusaha, maka lebih lanjut hal ini akan sangat mendukung terwujudnya

Kabupaten Semarang.

Misi
1. Meningkatkan standar dan mutu pelayanan perizinan

2. Menumbuhkan keinginan publik untuk memiliki perizinan sesuai ketentuan yang
berlaku

3. Menumbuhkan keinginan investor/penanaman modal baik PMA/PMDN untuk
melakukan Penanaman Modal

4. Mewujudkan profesionalitas pelayanan perizinan

5. Meningkatkan sinergitas antar dinas/instansi dalam memberikan pelayanan

perizinan kepada publik

Kebijakan :

1. Penyederhanaan proses pelayanan perizinan

2. Transparasi pelayanan publik

3. Peningkatan pelayanan publik

4. Peningkatan promosi potensi daerah

5. Peningkatan pelayanan perizinan dengan dengan elektronik perizinan
(E.perizinan), perizinan online dan sms gateway

6. Revisi SOP



7. Simplikasi regulasi untuk mendukung investasi

8. Regulasi Investasi

9. Pembebasan retribusi perizinan IMB dan Izin Gangguan untuk skala tertentu
10. Mewajibkan toko modern berperan dalam penjualan produk hasil UMKM

11. Pemanfaatan produk lokal dengan mewajibkan perusahaan restoran, hotel, kantor-

kantor dengan menggunakan produk UMKM lokal

B. Perencanaan Kinerja

Tabel 2.2. Tabel Rencana Kinerja

unit usaha

masyarakat

No Tujuan Sasaran Indikator Keterangan Target
Strategis Kinerja
1 | Menciptakan Meningkatnya Prosentase Indikator ini untuk 9,6
iklim yang pelayanan Peningkatan mengukur
kondusif bagi perizinan yang Nilai investasi | peningkatan kinerja
pelaksanaan tertib, tepat Daerah pelayanan dan
pembangunan waktu, promosi terhadap
dan investasi transparan, dan nilai jual
akuntabel potensi daerah
Indeks Indikator ini untuk 92,12
Kepuasan mengukur tingkat
Masyarakat kepuasan
pada SKPD masyarakat
Perijinan terhadap pelayanan
perijinan
Persentase peningkatan iklim 5,66
peningkatan usaha di wilayah
jumlah kabupaten
pengajuan ijin semarang




dan RDTR

Tersedianya regulasi Persentase Indikator ini untuk 9.6
dan promosi yang | Peningkatan mengukur
mendukung nilai peningkatan Kinerja
investasi penanaman pelayanan dan
modal daerah promosi terhadap
nilai jual
potensi daerah
Memanfaatkan Terkendalinya Persentase Indikator ini untuk 70
sumber daya alam | pemanfaatan tingkat mengukur tingkat
secara optimal dan | lahan untuk kesesuaian profesionalisme
berkelanjutan pembangunan Lahan aparatur bidang
ekonomi dan Investasi perijinan
investasi daerah terhadap
yang sesuai Dokumen
dengan RTRW RTRW




C. Perjanjian Kinerja

Tabel 2.3. Tabel Perjanjian Kinerja

Indikator Kinerja Utama

Program/Kegiatan

Target

Prosentase Peningkatan Nilai

investasi Daerah

Program Promosi Penanaman
Modal

Rp. 180.802.000,00

Indeks Kepuasan Masyarakat
pada SKPD Perijinan

Program Pengendalian

Pelaksanaan Penanaman Modal

Rp. 257.381.000,00

Persentase peningkatan jumlah
pengajuan ijin unit usaha

masyarakat

Program Pelayanan Penanaman
Modal

Rp. 368.318.000,00

Persentase tingkat kesesuaian
Lahan Investasi terhadap

Dokumen RTRW

Program Pengembangan Iklim

Penanaman Modal

Rp. 55.811.000,00

Persentase Peningkatan nilai
penanaman modal daerah

IProgram Promost
'Penanaman Modal

Rp. 180.802.000,00
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Indikator Kinerja
1. Menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan
investasi
a. Meningkatnya pelayanan perizinan yang tertib, tepat waktu,
transparan, dan akuntabel
Salah satu tujuan Kabupaten Semarang dalam mewujudkan visi misi
Bupati Semarang yaitu menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan
dan investasi, Bidang Penanaman Moal memiliki peran penting dalam
mendukung hal tersebut. Disasaran meningkatnya pelayanan perizinan yang
tertib, tepat waktu, transparan dan akuntabel ada beberapa indikator yang
dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
pintu dalam mendukung tujuan dan sasaran tersebut. Indikator tersebut adalah

Prosentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah.

; T Target | Realisasi | Realisasi i Target
Tndikstor Kineris | agay 2021 2020 o 2021
Prosentase
Peningkatan 9.6 -66.95 3079 | 21744 | 96
Nilai investasi
Daerah

Capaian nilai investasi pada tahun 2021 sebesar Rp
1.440.810.924.422,- dari target yang direncanakan sebesar Rp
1.300.000.000.000,- dengan prosentase sebesar 110,83%. Sedangkan
capaian nilai investasi pada tahun 2020 sebesar Rp 4.361.874.167.186.- dari
target sebesar Rp 1.500.000.000.000,- dengan prosentase sebesar 291%.
Mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 2.921.063.242.764 atau
sebesar -66,95%.

Indikator tersebut didukung dengan program kegiatan sebagai berikut :

Tabel Program/Kegiatan Pendukung Kinerja

Indikator Kinerja Utama Program/Kegiatan Target

¢ 5% . |Program Promosi Rp. 154.048.000,00
Prosentase Peningkatan Nilai investasi Peniaman Modal P

Daerah




Hambatan/Masalah:

1. Belum optimalnya promosi investasi di Kabupaten Semarang.
2. Minimnya informasi detail tentang potensi dan peluang investasi di

Kabupaten Semarang.

Solusi/kebijakan yang diambil :
1. Pembangunan Platform Kabupaten Semarang Investa yang bisa diakses
melalui website semarangkab.
2. Penyusunan Peta Potensi dan penyusunan profil proyek investasi yang siap
ditawarkan.

Data pendukung capaian indikator

. N Realisasi
Indikator Kinerja Satuan 2017 2018 | 2019 2020 | 2021
Persentase Peningkatan % 339,58 | 81,57 | 82,87 | 30,79 | -66,95
Nilai Investasi Daerah
Persentase peningkatan nilai investasi daerah pada tahun 2017 sebesar
339,58%, kemudian pada tahun 2018 menjadi 81,57%. Pada tahun 2019
mengalami kenaikan sebesar 82,87%. Namun, pada tahun 2020 mengalami
penurunan sebesar 30,79% dan mengalami penurunan yang signifikan pada
tahun 2021 sebesar -66,95%.
Target | Realisasi | Realisasi Target
Indikator Kinerja %
2021 2021 2020 2021
Indeks Kepuasan Masyarakat
_ 92,12 93,73 91,21 101,75 | 92,12
pada SKPD Perijinan

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan pada
tahun 2021 mencapai score 93,73. Apabila dibandingkan dengan capaian
tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan pada tahun 2020
yang mencapai score 91,21. Peningkatan score tersebut sebesar 2,52 dari
tahun 2020.

Indikator tersebut didukung dengan program kegiatan sebagai berikut :

Tabel Program/Kegiatan Pendukung Kinerja




Indikator Kinerja Utama Program/Kegiatan Target
Indeks Kepuasan MasyarakatlProgram Pengendalian Rp. 463.185.000,00
pada SKPD Perijinan Pelaksanaan Penanaman Modal
Hambatan/Masalah :

Belum optimalnya dan keterbatasan Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan

tupoksi.

Solusi/kebijakan yang diambil :

Mengajukan usulan pegawai

baru kepada Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang memiliki kualifikasi

sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan OPD. Selain itu, untuk pegawai yang
sudah ada diadakan bimtek.

Data pendukung capaian indikator

. N Realisasi
Indikator Kinerja | Satuan 2017 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Indeks Kepuasan % 81,38 89.73 | 90,50 | 91,21 93.73
Masyarakat
Indeks kepuasan masyarakat selama 5 tahun mengalami kenaikan.
Realisasi pada tahun 2017 sebesar 81,38%. Pada tahun 2018 sebesar 89,73%,
kemudian pada tahun 2019 naik sebesar 90,50%. Indeks kepuasan
masyarakat pada tahun 2020 sebesar 91,21% dan pada tahun 2021 sebesar
93,73%.
Target | Realisasi | Realisasi Target
Indikator Kinerja Yo
2021 2021 2020 2021
Persentase peningkatan jumlah
pengajuan ijin unit usaha 5,66 445,90 449,68 |7.878,09| 5,66
masyarakat

Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Semarang yang ketiga adalah Persentase Peningkatan

Jumlah Pengajuan Izin Unit Usaha Masyarakat dengan realisasi pada tahun
2021 sebesar 445,90. Mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 yang

mencapai 687,81.




Indikator tersebut didukung dengan program kegiatan sebagai berikut :

Tabel Program/Kegiatan Pendukung Kinerja

Indikator Kinerja Utama Program/Kegiatan Target

Persentase peningkatan jumlah Program Pelayanan Rp. 332.608.500,00
pengajuan ijin unit usaha masyarakat |[Penanaman Modal

Hambatan/Masalah :

Belum adanya Pendelegasian Kewenangan yang baru sehingga DPMPTSP
masth bisa memungut retribusi sambil menunggu proses Surat Keputusan

Pendelegasian Kewenangan yang baru.

Solusi/kebijakan yang diambil :

Segera dibuat Surat Keputusan Bupati Semarang terkait Pendelegasian
Kewenangan sebagai tindak lanjut dari PP Nomor 6 Tahun 2021 pasal 3
bahwa Pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP tidak dibebani target
pendapatan yang menjadi leading sektor dari Pendelegasian Kewenangan

tersebut adalah Bagian Tata Pemerintahan dan Organisasi.

Data pendukung capaian indikator

. N Realisasi
Indikator Kinerja | Satuan ™07 T2078"T 2019 | 2020 | 2021
Persentase Peningkatan % 105,2 104,84 | 371,76 | 687,81 | 445,90
Jumlah Pengajuan [zin
Unit Usaha Masyarakat

Persentase peningkatan jumlah pengajuan izin unit usaha masyarakat
pada tahun 2017 sebesar 105,2%. Sedangkan pada tahun 2018 menurun
sebesar 104,84%. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2019
sebesar 371,76%. Pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan sebesar
687,81%. Realisasi pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar
445 .90%.

. Tersedianya regulasi dan promosi yang mendukung investasi

Dari Tujuan Kabupaten Semarang untkuk mendukung Visi Misi
Bupati Semarang yang menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan
pembangunan dan investasi sasaran yang kedua dibidang Penanaman Modal
adalah tersedianya regulasi dan promosi yang mendukung investasi. Dari

sasaran ini indikatornya adalah Persentase Peningkatan Nilai Penanaman



Modal Daerah.

) o Target | Realisasi | Realisasi Target
Indikator Kinerja %
2021 2021 2020 2021
Persentase Peningkatan nilai
9,6 -66,95 30,79 | -217.44 9,6
penanaman modal daerah

Realisasi nilai penanaman modal pada tahun 2021 sebesar Rp
1.440.810.924.422 - dengan rincian nilai penanaman modal asing sebesar Rp
48.390.230.926,- dan nilai penanaman modal dalam negeri sebesar Rp
1.392.420.693.496,-. Dari Rp
1.300.000.000.000,- dengan prosentase sebesar 110,83%. Sedangkan
capaian nilai investasi pada tahun 2020 sebesar Rp 4.361.874.167.186.- dari
target sebesar Rp 1.500.000.000.000,- dengan prosentase sebesar 291%.
Mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 2.921.063.242.764 atau

sebesar -66,95%.

target yang direncanakan sebesar

Indikator tersebut didukung dengan program kegiatan sebagai berikut :

Tabel Program/Kegiatan Pendukung Kinerja

Indikator Kinerja Utama Program/Kegiatan Target

Program Promosi

Persentase Peningkatan nilai Penanaman Modal

penanaman modal daerah

Rp. 154.048.000,00

Hambatan/Masalah:
1. Peralihan sistem pada pelayanan perizinan berusaha dari OSS versi 1.1
menjadi OSS RBA (OSS berbasis resiko).
2. Belum optimalnya pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman
Modal).

Solusi/kebijakan yang diambil :

1. Mengusulkan Raperda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten
Semarang berdasarkan UU No 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja melalui
regulasi turunannya yaitu PP no 5 tahun 2021 tentang Pelayanan Berusaha

berbasis Resiko dan PP 6 Tahun 2021 Penyelenggeraan Berusaha di
Daerah).




2. Difasilitasi melalui klinik LKPM, pelayanan langsung ke lokasi pelaku
usaha.

Data pendukung capaian indikator

Realisasi

Indikator Kinerja Satuan 2017 2018 2019 2020

2021

Persentase Peningkatan % 339,58 81,57 82,87 | 30,79
nilai penanaman modal
daerah

-66,95

Persentase peningkatan nilai penanaman modal selama 5 tahun
mengalami fluktuatif. Realisasi pada tahun 2017 sebesar 339,58%, pada
tahun 2018 turun menjadi 81,57%. Kemudian pada tahun 2019 mengalami
kenaikan menjadi 82,87%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi
30,79%. Dan realisasi pada tahun 2021 sebesar -66,95%.

. Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan
berkelanjutan

Tujuan Kabupaten Semarang dalam mewujudkan visi misi Bupati
Semarang yang kedua bidang Penanaman Modal adalah Memanfaatkan
Sumbe Daya Alam Secara Optimal dan Berkelanjutan. Tujuan ini memiliki
beberapa sasaran. Diantara sasaran tersebuat yang ada di bidang Penanaman
Modal adalah Terkendalinya Pemanfaatan Lahan untuk Pemabanguna
Ekonomi dan Investasi Daerah dengan RTRW dan RDTR. Indikator.
Terkendalinya pemanfaatan lahan untuk pembangunan ekonomi dan
investasi daerah yang sesuai dengan RTRW dan RDTR.

Kebijakan pengembangan meliputi pemantapan, pelestarian, dan
perlindungan kawasan untuk mencapai perlindungan lingkungan sumber
daya alam/buatan dan ekosistemnya, meminimalkan risiko dan mengurangi
kerentanan bencana, mengurangi efek pemanasan global yang berprinsip
partispasi, menghargai kearifan lokal, serta menunjang pariwisata,
penelitian, dan edukasi. Dalam hal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu satu Pintu memiliki indikator untuk mendukung tujuan dan sasaran
Kabupaten Semarang agar tercapai. Indikator tersebuat adalah Persentase

Tingkat Kesesuaian Lahan Investasi Terhadap Dokumen RTRD.

Target | Realisasi | Realisasi
Indikator Kinerja %o
2021 2021 2020

Target
2021




Persentase tingkat kesesuaian
[ahan Investasi terhadap 70 502,85 465 718,35 70
Dokumen RTRW

Persentase tingkat kesesuaian lahan investasi terhadap dokumen
RTRW pada tahun 2021 sebesar 502,85%. Mengalami penurunan
dibandingkan dengan presentase pada tahun 2020 sebesar 715,38%.
Penurunan tersebut sebesar 212,53% dari tahun 2020.

Indikator tersebut didukung dengan program kegiatan sebagai berikut :

Tabel Program/Kegiatan Pendukung Kinerja

Indikator Kinerja Utama Program/Kegiatan Target

Persentase tingkat kesesuaian Lahan |[Program Pengembangan
Rp. 55.411.000,00

Investasi terhadap Dokumen RTRW [Iklim Penanaman Modal

Hambatan/Masalah :
Regulasi yang tumpang tindih antara pusat dan daerah.

Solusi/kebijakan yang diambil :

Menyelaraskan regulasi antara pusat dan daerah.

Data pendukung capaian indikator

. R Realisasi
Indikator Kinerja | Satuan 2017 2018 2019 2020 2021
Persentase Tingkat % 86.67 204,61 | 273,84 | 715,38 | 502,85
Kesesuaian Lahan
Investasi terhadap
Dokumen RTRW

Persentase tingkat kesesuaian lahan investasi terhadap dokumen
RTRW pada tahun 2017 sebesar 86,67%. Kemudian pada tahun 2018
mengalami peningkatan menjadi 204,61%. Tahun 2019 terealisasi sebesar
273,84%. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang tinggi menjadi
715,38%. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 502.85%.



B. Capaian Kinerja Keuangan

Tabel 3.2. Tabel Capaian Kinerja Anggaran

; Sasaran Indikator Target Realisasi | Prosentase
Noif  Tujasn Strategis Kinerja Anggaran Anggaran (%)
iklim yang pelayanan Peningkatan
kondusif bagi | perizinan yang | Nilai
pelaksanaan | tertib, tepat investasi
pembangunan | waktu, Daerah
dan investasi | transparan,
dan akuntabel
Indeks 463.185.000 | 406.055.400 87,67
Kepuasan
Masyarakat
pada SKPD
Perijinan
Persentase 332.608.500 | 310.968.899 93,49
peningkatan
Jumlak
pengajuan
jin unit
usaha
masyarakat
Tersed}anya Persentase 154.048.000 151.569.630 98.39
regulasi dan Peningkatan
promosi yang | nilai
mendukung penanaman
investasi modal
daerah
2 Memanfaatkan | Terkendalinya | Persentase 55.411.000 54.828.200 98,95
sumber daya | pemanfaatan | tingkat
alam secara lahan untuk kesesuaian
optimal dan pembangunan | Lahan
berkelanjutan | ekonomi dan | Investasi
investasi terhadap
daerah yang Dokumen
sesuai dengan | RTRW
RTRW dan
RDTR




BAB IV
PENUTUP



BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja perangkat daerah di lingkup Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu yang merupakan Pelaporan hasil kinerja pelaksanaan pembangunan pada
tahun 2021 pelaksanaan RPJMD periode 2016 — 2021 yang menyajikan capaian keberhasilan
maupun kendala dalam mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan melalui pencapaian Tujuan dan
Sasaran Daerah, hal ini tercermin pada capaian setiap Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara
umum capaian kinerja menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator
yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja
membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur daerah
dan masyarakat.

Kemudian Dalam mengukur efektifitas dan efesiensi kinerja, berdasarkan tabel
perbandingan capaian Kinerja dengan capaian Keuangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, dalam mewujudkan visi, misi pembangunan tahun 2016-2021 melalui
pencapaian 5 Indikator Kinerja pada 2 tujuan dan 3 sasaran mencapai total rata rata +0,00%
dengan realisasi anggaran dibandingkan target sebesar 0,00%, hal ini menunjukan adanya
peningkatan efesiensi Keuangan terhadap hasil kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.

Berikut merupakan hasil perbandingan capaian Indikator kinerja terhadap realisasi
anggaran:

Tabel 4.1. Tabel perbandingan capaian Indikator kinerja terhadap realisasi anggaran

Indikator |Realisasi| Realisasi

No Tujuan Sasaran Strategis Keterangan
Kinerja Kinerja | Keuangan
Menciptakan iklimMeningkatnya
_ . Prosentase
yang kondusif  |pelayanan perizinan _
) ) Peningkatan
1 |bagi pelaksanaan |yang tertib, tepat o -66,95 98,39 Baik

Nilai investasi

pembangunan dan [waktu, transparan,

_ ) Daerah

investasi dan akuntabel
Indeks
Kepuasan 93,73 87.67 Baik
Masyarakat pada




SKPD

Perijinan
Persentase
peningkatan
jumlah .
L 44590 | 93,49 Baik
pengajuan ijin
unit usaha
masyarakat
) .|Persentase
Tersedianya regulasi|
) Peningkatan .
dan promosi yang o -66,95 98,39 Baik
|nilai penanaman
mendukung investasi
modal daerah
Terkendalinya Persentase
pemanfaatan lahan [tingkat
Memanfaatkan )
untuk pembangunan |kesesuaian
sumber daya alam ) )
) ckonomi dan Lahan Investasi | 502,85 98,95 Baik
secara optimal dan| )
. investasi daerah terhadap
berkelanjutan _
yang sesuai dengan |Dokumen
RTRW dan RDTR [RTRW




LAMPIRAN




LAMPIRAN

Keterangan : Kegiatan Bimtek Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di The Wujil Hotel &
Convention Center tgl 1 September 2021

Keterangan : Kegiatan Bimtek Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di The Wujil Hotel &
Convention Center tgl 2 September 2021



Keterangan : Kegiatan Bimtek Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di The Wujil Hotel &
Convention Center tgl 7 September 2021

Keterangan : Kegiatan Fasilitasi Pelaporan LKPM bagi PMA dan PMDN di The Wujil Hotel &
Convention Center Tanggal 16 September 2021




Keterangan : Kegiatan Fasilitasi Pelaporan LKPM bagi PMA dan PMDN di The Wujil Hotel &
Convention Center tgl 21 September 2021
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Keterangan : Kegiatan Fasilitasi Pelaporan LKPM bagi PMA dan PMDN di The Wujil Hotel &
Convention Center tgl 30 September 2021




NGKIT;, KABUP.

Keterangan : Kegiatan Bincang Kemitraan, Fasilitasi Kemitraan Usaha Mikro Kecil dengan
Usaha Menengah dan Besar di The Wujil Hotel & Convention Center tgl 3 November 2021

Keterangan : Kegiatan Bincang Investasi dan Lauching Kabupaten Semarang Investment

Platform di The Wujil Hotel & Convention Center tgl 21 Desember 2021




Keterangan : Kegiatan Rakor Revitalisasi Benteng Willem I Ambarawa di The Wujil Hotel &

Convention Center tgl 16 November 2021

*PEMERINTAH DAER"H = 2621
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Keterangan : Menerima Anugrah Layanan Investasi 2021 dari Kementerian Investasi/BKPM di

Hotel Ritz Carlton Pacific Place Jakarta Tanggal 23 November 2021



